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EXECUTIVE SUMMARY

Paska bandara YIA berdiri, pembangunan aerotropolis YIA berlangsung masif dalam kerangka perizinan yang belum mengakomodasi risiko

ruang. Sistem OSS-RBA hanya menilai risiko usaha dan tidak membaca peta tsunami, likuefaksi, abrasi, banjir, atau data perubahan iklim.

Akibatnya, izin pemanfaatan ruang tetap dapat terbit di zona merah bencana. Peta rawan bencana di tingkat daerah tidak dinaikkan menjadi

peraturan daerah karena berpotensi mencegah pembangunan fasilitas publik di wilayah tersebut, menjadikannya hanya informasi teknis

tanpa kekuatan regulatif. Kondisi ini menciptakan resilience blind spot karena tata ruang, perizinan, dan pengendalian ruang berjalan tanpa

mekanisme screening multi-hazard. Pada saat yang sama, titik pantau udara dipindahkan dari kawasan bandara, data lingkungan tidak tersin-

kron lintas-OPD, dan kapasitas pengawasan tidak seimbang dengan laju perubahan lahan. Penurunan IKLH dari 2017 hingga 2026, bersama

dengan peningkatan banjir lokal dan tekanan sosial-ekologis menegaskan perlunya integrasi risiko dalam RTRW-RDTR dan penguatan tata

kelola lingkungan di wilayah aerotropolis YIA.

Masalah Tata Ruang dan Lingkungan
di Aerotropolis YIA
Kawasan Aerotropolis YIA masih memiliki sistem pe-
ngendalian ruang dan lingkungan yang tidak memadai. Peta
risiko tingkat daerah yang tidak ada, screening multi-bahaya
yang tidak efektif selama proses perizinan, dan pemantauan
lingkungan yang terfragmentasi menyebabkan berkembangnya
kawasan terbangun di wilayah yang rawan tanpa perlindungan
ekologis dan institusional yang cukup. Kondisi ini menciptakan
perbedaan besar antara laju pembangunan dan kemampuan pe-
merintah dan masyarakat untuk menjamin keselamatan, kuali-
tas lingkungan, dan ketahanan sosial-ekologis jangka panjang.

Pembangunan di kawasan Aerotropolis YIA terus ber-
langsung di zona merah karena pengendalian ruang belum
memasukkan risiko tsunami dan likuefaksi sebagai dasar per-
izinan. Tanpa peraturan daerah mengenai peta risiko dan tanpa
screening multi-hazard, eksposur masyarakat, perusahaan, serta
infrastruktur meningkat signifikan. Studi geologi menunjukkan
bahwa pesisir Temon memungkinkan terkena tsunami setinggi
6,54 meter [1], sementara underpass bandara dan ruas tol ter-
masuk infrastruktur yang rentan terhadap likuefaksi [2]. Peru-
bahan topografi selama pembangunan YIA juga memperburuk
banjir lokal dan mendorong munculnya usulan sistem polder
Carik Barat sebagai adaptasi darurat [3]. Urbanisasi yang ber-

langsung cepat meningkatkan paparan masyarakat terhadap

gempa dan tsunami, tetapi kapasitas kesiapsiagaan belum me-
menuhi standar [4]. Di pesisir, abrasi, sedimentasi cepat [5],
serta hilangnya vegetasi pelindung menambah ancaman erosi
dan intrusi air laut. Ketika risiko-risiko ini tidak terintegrasi da-

lam perizinan, potensi kerugian jangka panjang semakin besar.

Di saat yang sama, kualitas lingkungan menurun karena
hilangnya mekanisme pengawasan yang memadai. Penurunan
IKLH 2017-2026 menunjukkan degradasi air, udara, dan lahan
selama percepatan pembangunan (lih Gambar 1). Tren tersebut
diperparah oleh perubahan metode pemantauan IKU melalui
Permen LHK 27/2021 yang memindahkan titik pantau dari ka-
wasan bandara, sehingga emisi transportasi, aktivitas avionik,
serta konstruksi tidak lagi terdeteksi dengan akurat. Survei di
Desa Janten menunjukkan meningkatnya suhu permukaan dan
potensi Urban Heat Island akibat berkurangnya ruang hijau [6].

Ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai buffer alami
mengalami tekanan besar akibat ekspansi infrastruktur [7], ter-
masuk penebangan sabuk hijau cemara udang pada 2025 yang
makin memperburuk kondisi ekologis dan menghilangkan la-
pisan perlindungan alami pantai. Tanpa sensor real-time, tanpa
pemantauan air tanah, dan dengan keterbatasan SDM penga-
wasan, degradasi lingkungan berlangsung tanpa terdeteksi se-

cara utuh dan tanpa mekanisme koreksi institusional.

*Sumber foto: Jogya.com (2019)



Gambar 1. Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
di Kulon Progo Tahun 2017-2026
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Sumber: Data diolah dari dokumen Renja dan Renstra DLH kulon Progo
2023-2026 dan LKjIP DLH Kulon Progo 2024

Kondisi ini memperlemah daya dukung ekologis dan ke-
tahanan sosial masyarakat di sekitar YIA. Konversi lahan be-
sar-besaran di ring-1 telah menghilangkan vegetasi pelindung,
meningkatkan limpasan air, menaikkan suhu permukaan, dan
menurunkan kualitas tanah. Studi perubahan lahan menunjuk-
kan bahwa konversi di selatan Kulon Progo telah melampaui
8.000 hektare, jauh melebihi daya dukung ekologis wilayah [8].
Akibatnya, biokapasitas menurun dan risiko kerawanan pangan
meningkat, sejalan dengan temuan bahwa produktivitas ekolo-
gis dan pertanian terus terdegradasi akibat ekspansi kawasan
terbangun [9]. Di tingkat sosial, masyarakat menghadapi peru-
bahan tutupan lahan, banjir lokal, serta tekanan ekonomi tanpa
penguatan kapasitas adaptasi. Komunitas pesisir mengalami

intrusi air laut ke dalam sistem air tanah [10, 11], sementara ek-

straksi air tanah untuk operasional bandara menambah tekanan
pada ketersediaan air wilayah. Banyak warga beralih dari perta-
nian ke pekerjaan informal yang tidak stabil, memicu hilangnya
keamanan ekonomi dan “sense of place.” Kombinasi kondisi
ini memperbesar kerentanan sosial-ekologis dan melemahkan

ketahanan komunitas dalam jangka panjang.

Penyebab Utama Masalah

1. Tidak ada mekanisme formal multi-
hazard risk screening dalam perizinan dan
pengendalian ruang

Kawasan Aerotropolis YIA berada dalam zona rawan
tsunami, likuefaksi, abrasi, banjir, dan tekanan perubahan ik-
lim, namun tidak ada satu pun regulasi daerah yang menjadikan
risiko tersebut sebagai dasar pembatasan ruang. Risiko diakui,
tetapi tidak dilembagakan: BPBD menjelaskan bahwa peta ra-
wan bencana sengaja tidak diperdakan karena jika menjadi per-
aturan daerah, zona rawan akan terkunci dan pembangunan fa-
silitas publik serta kawasan penunjang aerotropolis tidak dapat
dilanjutkan. Dalam perizinan, sistem OSS-RBA hanya menilai
risiko usaha, bukan risiko ruang; ia tidak membaca InaRISK,
peta BPBD, ataupun data abrasi—intrusi, sehingga izin hotel,
kos, peternakan, dan tambang di ring-1 aerotropolis tetap terbit
meski berada di zona berbahaya. Integrasi risiko tidak pernah
terjadi, bukan karena tidak ada data, tetapi karena tidak ada me-
kanisme hukum yang mewajibkannya. Hasil pemetaan regulasi

perijinan pada tabel 1 menunjukkan hal tersebut.

Tabel 1. Kesenjangan Regulasi Risiko dalam Perizinan dan Tata Ruang Aerotropolis YIA

Yang Diatur

Yang Tidak Diakomodasi

Implikasi di Aerotropolis YIA

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

Risiko usaha,
namun fokus pada
operasional &
keselamatan kerja

Tidak memasukkan risiko
tsunami, likuefaksi, abrasi,
banjir, perubahan iklim

Izin dapat terbit di zona merah
bencana

Dokumen panduan teknis penggunaan
sistem OSS-RBA

Peraturan Menteri Investasi/Kepala NSPK OSS, Tidak menarik data InaRISK, | Validasi lingkungan hanya

BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang kategorisasi risiko peta BPBD, data iklim administratif

Pedoman dan Tata Cara Pelayanan KBLI

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

OSS-RBA User Manual Integrasi AMDAL, Tidak ada modul screening Daerah tidak dapat menahan izin
PBG, NIB risiko bencana; tidak ada berbasis risiko ruang

hazard layer

Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana
dan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

Wajib integrasi risiko
ke RTRW

Gap sistemik: risiko diketahui
tapi tidak mempengaruhi izin

Tidak diadopsi dalam OSS

Penurunan IKLH &
tekanan ekologis

Dokumen Kinerja Lingkungan DLH KP
2023-2026 (Laporan / IKLH / dokumen
kinerja lingkungan tahunan DLH Kulon
Progo

Tidak terhubung dengan
OSS-RBA

Pembangunan tetap berjalan
meski daya dukung menurun

Temuan wawancara BPBD (2025) “Kami tidak
bisa melarang
pembangunan, hanya

memberi masukan”

Daerah tidak punya
kewenangan menahan izin
berbasis risiko

Risiko ruang tidak menjadi dasar
keputusan izin

Sumber: regulasi dan data empiris, diolah tim penulis



2. Datarisiko tidak terintegrasi dan tidak

saling memperbarui antara RTRW,

RDTR, dan KLHS yang relevan dengan

aerotropolis

Setiap tahun DLH Kulon Progo menyusun dokumen

KLHS tahunan, tetapi dokumen tersebut tidak secara khusus
memotret risiko pesisir, geologi, maupun dinamika perubahan
iklim yang relevan bagi kawasan aerotropolis. KLHS aerotro-
polis sendiri berada dalam kewenangan Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang, dan DLH menegaskan bahwa pelibatan mereka
sebatas pada tahap awal penyusunan. Kondisi ini membuat
aliran informasi risiko antar-OPD tidak berjalan utuh seperti
perubahan data abrasi, intrusi air laut, kenaikan suhu, dan peru-
bahan tutupan lahan tidak serta-merta masuk ke RTRW, RDTR,
atau dokumen pengendalian pemanfaatan ruang. Tidak adanya
mekanisme pembaruan lintas-dokumen menyebabkan perenca-
naan ruang di kawasan aerotropolis berpotensi berjalan tanpa
informasi risiko terbaru, meskipun data teknisnya tersedia di
berbagai OPD. Akibatnya, keputusan pemanfaatan ruang dapat
tertinggal dari dinamika ekologis pesisir yang berubah lebih ce-

pat daripada proses pembaruan tata ruang.

3. Fragmentasi tata kelola lintas-OPD
menyebabkan kawasan aerotropolis tidak
diperlakukan sebagai satu ekosistem risiko

Pengelolaan risiko di kawasan aerotropolis terhambat
oleh fragmentasi kelembagaan. BPBD menegaskan setiap OPD
cenderung berjalan dengan logika dan target kinerjanya sendi-
ri, sehingga data dan kebijakan tidak pernah terintegrasi lintas
sektor.

“’Mmasing-masing OPD punya ego, indikator kinerja,

dan visi-misi sendiri-sendiri,” sehingga koordinasi ti-

dak berjalan meskipun secara ideal seluruh OPD harus

mengikuti visi-misi Bupati. Konsekuensinya, kebijakan
sektoral dapat berjalan tanpa memperhitungkan risiko.

> -- (wawancara BPBD Kulon Progo, 29 April 2025)

Tidak ada mekanisme koordinatif permanen yang me-
nyatukan BPBD, DLH, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan,
Dinas Kominfo, DPMPTSP dan stakeholder lain untuk meman-
dang aerotropolis sebagai satu ekosistem risiko. Koordinasi de-
ngan operator bandara pun tidak berlangsung langsung, tetapi
harus melalui BMKG, yang menunjukkan lemahnya co-gover-
nance pada kawasan dengan aktivitas transportasi, agroturisme,
dan perubahan lahan yang sangat cepat. Akibatnya, kebijakan
bencana, lingkungan, dan pemanfaatan ruang berjalan terpi-
sah-pisah, membuat respons terhadap risiko kawasan bersifat

reaktif dan tidak terpadu.
4. Blind Spot pemantauan lingkungan di
kawasan aerotropolis

Pemindahan titik pantau udara dari wilayah pesisir aero-

tropolis ke area permukiman, meskipun masih mengikuti pe-

doman nasional, meninggalkan kekosongan data pada pusat
aktivitas yang paling intensif maupun pusat aktivitas baru.
DLH menyatakan bahwa pemantauan masih berbasis passive
sampler dan belum dilengkapi smart sensor, sehingga emisi
dari transportasi, konstruksi, dan perluasan kawasan terbangun
tidak tercatat secara memadai. Di sisi lain, penebangan cema-
ra udang pada 2025 yang sebelumnya berfungsi sebagai sabuk
hijau pesisir memperlemah perlindungan ekologis dan meng-
indikasikan lemahnya koordinasi antara pemda, BUMN, dan
masyarakat. Ketidakterbaruan instrumen seperti KLHS Aero-
tropolis memperburuk situasi karena informasi penting menge-
nai abrasi, intrusi air laut, dan kenaikan suhu tidak masuk ke
proses pengendalian ruang. Kombinasi faktor ini menciptakan
blind spot pemantauan yang membuat risiko ekologis mening-

kat tanpa mekanisme mitigasi yang memadai.

5. Ketimpangan antara laju pembangunan
dan kapasitas pengawasan pemerintah
daerah

Pembangunan aerotropolis tumbuh jauh lebih cepat da-
ripada kemampuan pengawasan pemerintah daerah. Ekspansi
hotel, kos-kosan, peternakan, tambang, dan agroturisme me-
ningkatkan beban lingkungan; wawancara dengan DLH Kulon
Progo 28 April 2025 menegaskan bahwa “secara kuantitas ka-
lau di sekitar bandara memang bertambabh... jadi pengawasan
kami juga meningkat” dan “perubahannya terasa betul sehing-
ga pengawasan lingkungannya pun bertambah.” Namun kapa-
WALHI me-

nambahkan bahwa masyarakat menghadapi perubahan tutupan

sitas kelembagaan tidak mampu mengimbangi,

lahan, banjir lokal, dan ketidakpastian ekonomi tanpa pengu-
atan kapasitas adaptasi. Kombinasi percepatan pembangunan,
bias kebijakan pro-pertumbuhan, dan lemahnya kapasitas peng-
awasan menciptakan ketidakseimbangan struktural yang mem-
buat tekanan ekologis dan kerentanan sosial sulit terdeteksi dan
tertangani di kawasan aerotropolis.

Langkah Kebijakan

1. Resilience compliance tanpa menghambat
OSS: Model verifikasi risiko daerah dalam
sistem OSS-RBA terintegrasi nasional

Penerapan resilience compliance perlu diarahkan sebagai
mekanisme verifikasi risiko internal yang bekerja di balik pro-
ses OSS-RBA, bukan sebagai persyaratan tambahan. Dengan
adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan pe-
nyelesaian penyesuaian sistem OSS Indonesia, alur perizinan
kini dikunci secara nasional sehingga daerah hanya dapat mem-
perkuat akurasi verifikasi teknis sebelum melakukan validasi
pada OSS. Melalui Peraturan Bupati, setiap permohonan izin
yang masuk ke OSS diproses oleh DPMPTSP sebagai front of-
fice dan wajib diverifikasi risiko oleh OPD teknis melalui multi-

hazard screening berbasis data BPBD-DLH serta kesesuaian



dengan peta KRB dan RDTR. Hasil screening tidak menjadi
dokumen baru dalam OSS, tetapi menjadi dasar teknis yang
wajib dipakai OPD dan DPMPTSP ketika memberikan validasi

dan meneruskan keputusan dalam sistem nasional.

Sinkronisasi kabupaten, provinsi, dan nasional dilakukan
melalui integrasi layer geospasial seperti KRB, RDTR kabu-
paten, dan RDTR provinsi yang kompatibel dengan OSS-RBA
sehingga informasi risiko terbaca konsisten dalam proses veri-
fikasi kegiatan oleh OPD dan DPMPTSP. Pemanfaatan lahan
Angkasa Pura, meski berupa aset BUMN, tetap mengikuti ske-
ma tiga lapis verifikasi risiko tersebut pada tahap rekomendasi
teknis dan KKPR operasional untuk memastikan bahwa renca-
na komersialisasi lahan bandara selaras dengan peta risiko pesi-
sir tanpa melanggar struktur OSS nasional. Dengan pendekatan
ini, risiko ruang bergeser dari sekadar informasi teknis menjadi
pertimbangan legal substantif dalam seluruh proses perizinan
lintas-level.

2. Membentuk aerotropolis environmental
& risk desk sebagai forum koordinasi
permanen
Fragmentasi lintas-OPD membuat aerotropolis tidak di-
perlakukan sebagai satu ekosistem risiko. Pemerintah daerah
perlu membentuk Environmental & Risk Desk sebagai forum
teknis kecil beranggotakan BPBD, DLH, Dinas Tata Ruang,
Dinas perhubungan, Dinas Kominfo, DPMPTSP serta kanal
koordinasi dengan AP I melalui BMKG. Desk ini menyinkron-
kan data abrasi, intrusi, kualitas udara, perubahan lahan, serta
menyelaraskan KLHS tahunan dengan RTRW-RDTR. Forum
ini juga melakukan early flagging terhadap proyek yang berpo-
tensi menambah risiko bencana atau tekanan ekologis. Tanpa
lembaga baru, Desk ini menjadi mekanisme koordinatif perma-

nen untuk mengurangi resilience blind spot.

3. Mengembangkan pemantauan
lingkungan berbasis sensor biaya rendah

Pemindahan titik pantau udara menciptakan blind spot
pada wilayah aerotropolis, sementara DLH belum memiliki
smart sensor. Pemerintah daerah dapat memasang sensor kuali-
tas udara dan suhu berbiaya rendah di koridor pesisir dan area
dengan intensitas pembangunan tertinggi. Data sensor diinte-
grasikan dalam dashboard dinas Kominfo/DLH dan diperkuat
dengan pemantauan partisipatif melibatkan sekolah, komunitas
pesisir, serta perguruan tinggi. Sistem ini dapat diperluas untuk
memonitor abrasi, debit banjir, dan perubahan lahan. Dengan
biaya rendah tetapi cakupan tinggi, pemantauan ekologis men-

jadi lebih cepat, akurat, dan mendukung pengambilan keputus-

an berbasis risiko.
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